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TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Pengawasan
	Secara etimologi, kata pengawasan berawal dari kata “awas”yang memiliki makna mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalm melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an” , maka terciptalah kata pengawasan di mana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang lainnya. Perbedaan pola pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, manusia yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda.
	Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. (Prof. Dr. Makmurm M.Si. “Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan : 175:2015)
	
	Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan berarti menunjukan kegiatan seseorang yang melakukan tugas-tugas-nya dengan cara memperhatikan, melihat, dan mewaspadai sebuah pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
	Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
		Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.
	
	

	Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pengawasan, penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana tersebut dibawah ini :
a. Menurut Sondang P. Siagian mengatakan bahwa Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Sondang P Siagian: Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan : 2015:176).
b. Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan adalah: setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. (Victor M. Situmorang : Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan : 2015:176).
	Memperhatikan pendapat para ahli sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang lain yang dipimpinnya agar mau bekerja sama atau melaksanakan tugas yang diberikan.
2.2. Syarat-syarat Pengawasan Yang Efektif
	Dalam melaksanakan tugas agar dapat bejalan dengan lancer dan efektif, seorang pemipin harus mempunyai pedoman. Pedoman tersebut merupakan prinsip, yang harus dilaksanakan dengan baik dalam arti berhasil guna berdaya guna. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memahami serta bersungguh-sugguh untuk selalu menerapkan atau melaksanakan syarat-syarat pengawasan didalam operasional kepemimpinannya.
	Dalam hal ini, penulis mencoba mengutip syarat-syarat pengawasan yang efektif sebagaimana tersebut dibawah ini:
	Syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Zaidan Nawawi (Manajemen Pemerintahan : 2014 : 14), yaitu syarat-syarat pengawasan yang efektif ialah:
1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
3. Pengawasan harus menunjukan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting.
4. Pengawasan harus objektif.
5. Pengawasan harus luwes (fleksibel).
6. Pengawasan harus hemat.
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

	
	Untuk lebih jelasnya mengenai syarat-syarat pengawasan yang efektif tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:
1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
	Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan/ menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.

2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manajer pengawasan dan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan bermacam-macam cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, kepala gudang, kepala proyek, dan sebagainya.
3. Pengawasan harus menunjukan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting.
Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukan penyimpangan. Dengan kata lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.
4. Pengawasan harus objektif.
Pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume pekerjaan, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Adapun yang bersifat kualitatif, misalnya: program pendidikan dan latihan pegawai, program penelitian dan pengembangan administrasi negara, program peningkatan suatu pengawasan, dan sebagainya.

5. Pengawasan harus luwes (fleksibel)
Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternative sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek, pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula.
6. Pengawasan harus hemat
Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relative hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, pengeluaran biaya pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan
Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan.
2.3. Macam-macam pengawasan dan Metode Pengawasan
2.3.1. Macam-macam pengawasan
		Seorang pimpinan harus mampu menggerakan, membimbing dan mengarahkan serta mempengaruhi para bawahannya, agar mereka mau secara tulus dan sadar untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Bagi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, ia harus mengetahui macam-macam pengawasan yang harus diketahui oleh seorang pimpinan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan dari dalam (Internal Controll).
2. Pengawasa dari luar organisasi (Eksternal Controll).
3. Pengawasan Preventif.
4. Pengawasan Represif.
(Prof. Dr. Makmur, M.Si: Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan : 2015:185).

	Untuk lebih jelasnya mengenai macam-macam pengawasan yang sudah disebutkan di atas, akan penulis beri penjelasan tentang macam-macam pengawasan diantaranya adalah:
1. Pengawasan dari dalam (Internal Controll)
Pengawasan dari dalam, maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri dan bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data dan informasi tersebut dipergunakan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan dari luar organisasi (Eksternal Controll)
Pengawasan dari luar organisasi, maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi dan bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya. Dapat pula pimpinan organisasi meminta bantuan pihak luar organisasinya untuk mengadakan pengawasan, hal tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui efisiensi kerjanya.



3. Pengawasan Preventif
Pengawasan Preventif, maksudya pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.
4. Pengawasan Represif
Pengawasan Represif, maksudnya pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

	2.3.2. Metode Pengawasan
	Metode pengawasan menurut Dr. Poppy Ruliana, Dra. M. Si dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Organisasi (2014 : 192), terdapat 6 metode, diantaranya adalah:
1. Pengawasan langsung.
2. Pengawasan tidak langsung.
3. Pengawasan Formal.
4. Pengawasan Informal.
5. Pengawasan Administratif.
6. Pengawasan Teknis.
(Soewarno Handayaningrat, 1985 : 147).
	Untuk lebih jelasnya, berikut penulis beri penjelasan dari metode pengawasan yang sudah disebutkan di atas.
1. Pengawasan Langsung
Pengawasan langung yaitu apabila aparat organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inpektif, verifikatif maupun dengan sistem investigative.
2. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung, yaitu apabila pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka atau statistic yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.
3. Pengawasan Formal
Pengawasa Formal, yaitu pengawasan secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan daripada pimpinan organisasi. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan taat kerjanya. Misalnya, waktu kerja atau pemeriksaan. Aparat pengawasan harus melakukannya secara periodic.
4. Pengawasan Informal
Pengawasan Informal, yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal biasanya dilakukan oleh pimpinan melalui kunjungan yang tidak resmi.
5. Pengawasan Administratif
Pengawasan administrative, yaitu meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material.


6. Pengawasan Teknis
Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya: pemeriksaan terhadap pembangunan. Pemeriksaan ini meliputi jenis kuantitatif (jumlah) dan kualitatif (mutu) dan biaya yang diperlukan.
2.4. Bentuk-Bentuk Pengawasan
1. Pengawasan Melekat
	Pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan. Pelaku pengawasan dalam hal ini adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan (power) dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan.
2. Pengawasan Fungsional
	Istilah pengawasan fungsional berarti setiap usaha pengawasan  yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Pengawasan fungsional mempunyai peran penting untuk membantu manajemen puncak melakukan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengawasan fungsional ini dilakukan manajemen puncak ataupun satuan pengawasan internal dengan dibantu teknologi informasi yang canggih sebagai kegiatan pemantauan. Jadi, fungsi pemantauan ini tidak dapat  dilakukan oleh auditor eksternal dan hanya dapat dilakukan oleh manajemen atau aparat internal yang berwenang. Pengawasan fungsional ini terdiri atas pengawasan internal dan eksternal.
- Pengawasan Internal
	Pengawasan internal ialah suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus mmerekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program. Ketiadaan aparat ini akan menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi yang akan membawa dampak buruk pada kinerja organisasi.
	Manfaat pengawasan internal antara lain sebagai berikut :
1. Menjembatani hubungan pimpinan tertinggi dengan para manajer dan staf dalam rangka memperkecil ketimpangan informasi.
2. Mendapatkan informasi keuangan dan penggunaan yang tepat dan dapat dipercaya.
3. Menghindari atau mengurangi risiko organisasi.
4. Memenuhi standar yang memuaskan.
5. Mengetahui penerimaan/ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur internal.
6. Mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya organisasi atau kepastian terwujudnya penghematan.
7. Efektivitas pencapaian organisasi.
- Pengawasan Eksternal
		Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksana pengawasan  eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership) antara  pengawasan dan yang diawasi.
2.5. Jenis-Jenis Pengawasan
	Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa dengan diterimanya pemikiran atau gagasan dan tindakan atau pekerjaan pengawasan secara luas ke seluruh unit kerja dalam kelembagaan publik yang meliputi di bidang eksekutif, yudikatif, legislative, dan auditif maupun dalam kelembagaan privat. Memang sangat menarik apabila kita berbicara tentang pengawasan karena pasti ada dua pandangan yang saling bertentangan, di mana pandangan orang yang melaksanakan kegiatan kelembagaan sebagaimana menjadi tugas utamanya sebagai anggota lembaga yang bersangkutan, selalu berpandangan bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar dengan argumentasinya masing-masing. Demikian pula dengan orang yang melakukan aktivitas pengawasan sebagai bidang tugasnya, senantiasa berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan terjadi kesalahan dengan dibuktikan fakta yang diperkuat argumentasi yang telah disusun dengan sistematika tertentu dan menggambarkan sesuatu ketidaksamaan antara harapan dengan realitas yang dicapai dari seluruh aspek.
	Dalam kehidupan manusia di dunia ini agar dapat tercipta dengan keteraturan maka perlu diciptakan pengaturan yang berupa ketentuan yang harus mereka taati bersama sehingga kehidupan mereka berjalan dalam keseimbangan. Oleh sebab itu peranan keberadaan pengawasan sangat penting artinya dalam setiap kehidupan manusia. Sungguh banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah mereka sepakati itu. Marilah kita membahas lebih mendalam lagi tentang pengawasan dengan merinci jenisnya disesuaikan dengan realitas kehidupan manusia:
1. Pengawasan fungsional. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi apa pun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan Negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga di mana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
2. Pengawasan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara, agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penyelengaraan pemerintahan, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
3. Pengawasan administratif. Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka  diperlukan suatu bentuk pengawasan yang kita istilahkan pengawasan administratif. Tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan  pengawasan secara administratif agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan. 
4. Pengawasan teknis. Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis karena jenis pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia, misalnya pekerjaan di bidang indsutri, dan lain sebagainya, yang bersifat pekerjaan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat pada umumnya.
5. Pengawasan pimpinan. Sebagaimana kita maklumi bahwa setiap kelembagaan senantiasa terdapat dua unsur posisi di dalamnya: pertama,  unsur sebagai pemimpin; dan kedua, sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa ada pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.
6. Pengawasan barang. Semuanya orang akan mengatakan bahwa apabila suatu barang dikelola atau diurus oleh seseorang atau sekelompok orang tidak akan terjamin keamanannya apabila tidak ada yang mengawasinya. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara saadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut. Barang yang tidak ada pengawasan yang ketat akan gampang sekali menjadi rusak akibat dari berbagai faktor, misalnya faktor manusia, faktor cuaca, faktor hama, dan lain sebagainya, hilang diambil orang lain dan semacamnya. Pentingnya pengawasan barang adalah untuk menciptakan suatu kejelasan dan jaminan kepada semua yang berkaitan dengan barang tersebut.
7. Pengawasan jasa. Yang dimaksud di sini jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi. Inilah sebabnya pentingnya suatu jenis pengawasan yang kita sebut pengawasan jasa. Pekerjaan yang produknya jasa sehingga tidak menciptakan keraguan kesemua pihak terutama pengguna jasa tersebut, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang ketat.
2.6. Kebijakan Dalam Pengawasan
		Kenyataannya bahwa kata pengawasan maupun kebijakan sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, namun demikian bahwa begitu kita masuk pada area pengimplementasiannya, maka kita akan menemukan berbagai permasalahan yang menuntut untuk dianalisis untuk memperoleh pemecahannya, tentunya termasuk juga menciptakan kebingungan terutama dengan menggunakan kemampuan berpikir yang dimilikinya agar dapat terwujud pengawasan yang didasari suatu kebenaran yang sesungguhnya, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dalam kelembagaan tidak ada anggotanya merasa dirugikan dan merasa diuntungkan atas adanya pengawasan. Kemudian dari pada itu bahwa kata kebijakan sangat banyak diucapkan oleh masyarakat di sekitar kita dengan mudahnya, tetapi begitu mengimplementasikan ke dalam sebuah kelembagaan terutama kepublikan senantiasa mengalami kesulitan, karena ada yang setuju dan ada pula yang menolaknya, tetapi sebaliknya orang yang merasa dirugikan sudah pasti akan menolak kebijakan tersebut.
		Dalam pelaksanaan berbagai aktivitas kelembagaan harus berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku, ketentuan inilah yang dimaksudkan di sini kebijakan. Secara tersurat bahwa dalam kelembagaan publik maupun kelembagaan privat bahwa pengawasan itu adalah salah satu unit atau dengan kata lain bagian dari kelembagaan yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan itulah sebabnya bahwa loyalitas dan komitmen semua manusia dalam sebuah lembaga negara maupun lembaga swasta terhadap pelaksanaan suatu pengawasan tentunya memerlukan suatu tindakan sinkronasi antara pengawas, yang diawasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam lembaga yang bersangkutan. Sinkronasi pengawasan bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya lembaga utamanya yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia, karena anggaran merupakan permasalahan yang sering muncul dipermukaan dan dialami oleh setiap lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga swasta adalah adanya penyimpangan penggunaan anggaran yang tersedia sehingga dapat merugikan lembaga yang bersangkutan.
2.7. Teknik-Teknik dalam Pengawasan
		Sudah menjadi pendapat umum (public opinion) jenis apa pun pekerjaan di dunia ini senantiasa memerlukan sesuatu teknik atau dengan kata lain cara yang tepat sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang telah diharapkan dan memiliki berkualitas atau mutu berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dan semua orang sepakat bahwa pengawasan merupakan salah satu jenis kegiatan atau pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan menggunakan berbagai resources atau sumber daya dalam manajemen.
		Sebagaimana kita ketahui bahwa para pemikir kehidupan sosial mengatakan nilai-nilai merupakan pengikat atau dengan kata lain pemersatu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tentunya sama halnya dalam kehidupan manusia sebagai bagian dari anggota kelembagaan. Tata nilai dalam kehidupan kelembagaan senantiasa berorientasi kepada masa yang akan datang, di sinilah pentingnya peranan teknik-teknik pengawasan agar tata nilai dalam kehidupan kelembagaan dapat terpelihara dengan baik dan dalam melaksanakan berbagai akitivitas anggota kelembagaan mentaati tata nilai tersebut. 


	Berdasarkan pernyataan ini mendorong kita berpikir seraya kita bertanya apakah yang dimaksud dengan teknik-teknik pengawasan untuk mempertahankan kelestarian dari pada tata nilai kehidupan kelembagaan? 
	Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita memberikan argumentasidengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung maupun dilakukan tidak secara langsung.
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Semuanya telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan suatu pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan sesuatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran di samping itu dapat pula memberikan keyakinan semua pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan itu. 
3. Teknik penilaian dalam pengawasan. Bagaimana menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan apakah itu dilakukan  berdasarkan dengan kebenaran ataukah dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan.
4. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung pelaksanaan sesuatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang obyek sesuatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam  pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya misalnya wawancara  di bidang penelitian dan lain sebagainya, kalau tujuan wawancara di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bisa menentukan suatu keyakinan kebenaran pelaksanaan sesuatu kegiatan apakah benar dalam kebenaran ataukah benar dalam kesalahan.
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Selain teknik wawancara dalam pengawasan tersebut di atas, juga salah satu teknik pengawasan lainnya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah kelembagaan.
6. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta baik yang berupa  angka-angka maupun berupa penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketetapan dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan sesuatu kegiatan kelembagaan.
7. Teknik analisis dalam pengawasan. Setiap data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan unit kerja teknis sehingga dapat memberikan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam melaksanakan sesuatu jenis pekerjaan dalam kelembagaan yang bersangkutan, itulah sebabnya manfaat suatu kegiatan analisis dalam pengawasan, karena kita telah maklumi bahwa pengawasan memerlukan suatu keahlian khusus di mana seorang pengawas senantiasa berhadapan dengan kerumitan-kerumitan tertentu.
8. Teknik pelaporan kegiatan  dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu memberikan laporan pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diberikannya kepada pejabat yang memberikan kewenangan tersebut, laporan ini sebenarnya merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya memercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan melalui laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke obyek kegiatan.
2.8. Pengertian Disiplin dan Hubungannya dengan Pengawasan
		Disiplin berasal dari bahasa latin Discere yang berarti belajar. Dari 	kata ini timbul kata Disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan 	sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa 	pengertian.
	Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan (hukum) atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. 
	Bagi setiap pegawai atau karyawan, kata disiplin bukanlah kata yang baru karena ia mendapat surat pengangkatan sampai pemberhentian atau pension, hal tersebut sudah harus melekat pada dirinya.
	Disiplin erat sekali hubungannya dengan kewajiban, larangan serta ketaatan dari pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, kewajiban, hak dan larangan bagi  setiap pegawai telah diatur dan ditentukan sedemikian rupa sehingga ia mengikat pegawai tersebut tidak dapat berbuat sekehendak hatinya dalam melaksanakan tugas.
	Soegeng Prijodarminto, S.H, dalam bukunya “Disiplin Kiat menuju Sukses” menyatakan bahwa pengertian disiplin adalah sebagai berikut:
	Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaata, kepatuhan, kesetiaan sudah menyatu kedalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana mestinya.
(Prijodarminto, Disiplin Kiat menuju Sukses, 1992: 23).


	


	
	Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin itu berarti adanya ketaatan terhadap semua peraturan atau ketentuan yang berlaku. Namun demikian ketaatan tersebut bukanlah merasakan terpaksa karena adanya peraturan-peraturan, perundang-undangan, sangsi-sangsi, tetapi harus dilakukan atas kesadaran pribadi yang kemudian menjad kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dengan spontanitas.
	Dalam setiap organisasi yang bagaimana pun mempunyai tuntutan yang sama terhadap anggotanya yakni suatu kesadaran atau dengan kata lain bahwa dalam setiap ligkungan organisasi (pemerintah maupun  swasta) menuntut kesadaran para pegawai secara sugguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk melaksanakan kewajiban serta haknya, serta berperilaku sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan kerjanya.
	Kemudian penulis mengutip pendapat dari Ing Surono, Drs. yang dalam bukunya memberikan pengertian disiplin sebagai berikut:
	Disiplin ialah peraturan yang dilakukan dengan tegas dan  berat, tidak saja disiplin itu menghendaki dilaksanakannya segala peraturan dengan disiplin, teliti, dan murni, bahkan hal-hal yang kecil tidak boleh disampingkan juga dan disiplin menghendaki pula adanya sanksi yakni kepastian atau keharusan dijatuhkan hukuman kepada siapapun yang berani melanggar atau mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan. Sebaiknya sanksi itu dilaksanakan secara keras dan mutlak tak boleh diawar-tawar.
(Surono, Disiplin Motivasi Semangat Kerja Karyawan, 1991 : 2).
	Memperhatikan pendapat tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran lebih jelas bahwa disiplin itu bukan hanya tuntutan ketaatan semata-mata akan tetapi tuntutan kemampuan unsur para pegawai, bila pegawai tersebut melanggar ketentuan. Bahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur sangsi bagi si pelanggar  itu harus dilaksanakan secara keras dan mutlak tidak boleh tawar menawar.
	Hal tersebut benar penting adanya sebab bila ada pegawai yang melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku tetapi pegawai tersebut dibiarkan saja oleh atasannya sesuai dengan ketentuan pula, maka keadaan ini mempunyai pengaruh yang besar bagi usaha peningkatan disiplin kerja pegawai secara menyeluruh. Oleh karena itu, suatu organisasi bila ingin menciptakan disiplin yang menyeluruh harus terlebih dahulu membuat peraturan yang lengkap baik yang mengatur persyaratan, kewajiban, hak dan larangan dan sangsi yang harus diterapkan bila terjadi pelanggaran.
	Dalam hubungan ini sejalan dengan penelitian dan penyusunan skrisp ini, mengutip ketentuan-ketentuan yang dimaksud diatas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimuat kedalam beberapa pengertian:
a. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan serta sanksi apabila kewajiban tidak dturuti atau larangan dilanggar oleh Pegawai.
b. Pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
c. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
d. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil.
e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
f. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
g. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang berhubungan dengan tugas kedinasan.



Adapun yang termasuk kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah:
1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari sesuatu yang dapat merusak kepentingan negara oleh kepentingan golonga, diri-sendiri dan pihak lain.
3) Mengangkat dan menaati sumpah dan janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsug menyangkut kedinasan maupun yang berlaku umum.
5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaikk-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
6) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
7) Segera melaporkan pada atasannya apabila mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan material.
8) Menaati ketentuan jam kerja.
9) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan-santun terhdap masyarakat, sesama pegawai dan atasannya.
10) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap masalah yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.
Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:
1) Melakuka hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil.
2) Menyalahgunakan wewenang.
3) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat berharga milik negara.
4) Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya untu keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara  langsung atau tidak langsung merugikan negara.
5) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam mapun di luar lingkungan kerjanya.
6) Menerima hadiah atau seseuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang dapat diketahui dan patut diduga bahwa pemberian tersebut mempengaruhi pegawai yang bersangkutan.
7) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil kecuali untuk kepentingan jabatan.
8) Bertindak semena-mena terhadap bawahannya.
9) Melakukan suatu tindakan yang sengaja atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya.
10) Menghalangi kelancaran tugas kedinasan.
11) Membocorkan dan memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan/pihak lain.
12) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.
13) Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasannya.
14) Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaan yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.
15) Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun secara sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan IV/a keatas yang memangku jabatan eselon I.
16) Melakukan pungutan liar/ tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melakanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
	
Memperhatikan uraian di atas maka jelaslah, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai peraturan disiplin yang harus dilaksanakan dan ditaati dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin akan dikenakan sanksi atau hukuman oleh pejabat yang berwenang.
	Tingkat atau hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. Hukuman disiplin ringan,
b. Hukuman disiplin sedang, dan
c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a. Teguran lisan,
b. Teguran tertulis, dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4.  Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama  (satu) tahun.
b. Pembebasan dari jabatan.
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

	Berdasarkan uraian peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dikemukakan diatas dapat dikatakan setiap organisasi atau kantor memerlukan bentuk disiplin yang tercermin dalam tingkah laku pegawai yang secara suka rela melaksanakan perintah-perintah pimpinan dan mengtahui peraturan-peraturan atau standar-standar kerja yang berlaku dalam unit organisasi yang bersangkutan.
	Namun pada setiap organisasi atau kantor, biasanya tingkah laku pegawai akan dipengaruhi oleh pengawasan dari setiap pimpinan organisasi tersebut. Jadi dalam pelaksanaannya disiplin kerja pegawai perlu diteladani oleh atasan atau pimpinan.
	Dengan demikian, disiplin kerja pegawai mempunai ketergantungan terhadap pelaksanaan pengawasan dari seorang pimpinan suatu organisais/instansi dimana dalam hal ini pimpinan atau atasan yang penulis maksud adalah Kepala Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
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